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ABSTRAK 

Orang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak boleh dihukum tetapi dibawa 

mereka ke rumah sakit jiwa orang orang yang mengalami penyakit mental umum 

terjadi di negara kita negara Indonesia hal ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi 

keluarga putus asa serta rasa sakit yang berasal dari bawaan sehingga banyak 

pasien yang memiliki gangguan jiwa melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan 

mengikuti pidana dalam proses penyidikan terdapat masalah pada bukti-bukti 

yang kuat terhadap pelaku orang yang mengalami gangguan jiwa melakukan 

tindak pidana sehingga pelakunya sudah menjalani perawatan secara mental 

rumah sakit dan dianggap mendapat perlindungan hukum berdasarkan pasal 44 

KUHP tujuan yang dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

proses investigasi terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. 

Berdasarkan latar belakang diatas bahwasanya terdapat dua permasalahan yaitu 

pertama Apakah pelaku tindak pidana gangguan jiwa dapat dipidana? Kedua 

Bagaimana proses penghentian perkara atas pelaku tindak pidana gangguan jiwa? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative 

yaitu penelitian yang berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya 

untuk menemukan sebuah kebenaran dari bahan hukum pustaka atau kepenelitian 

kepustakaan. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan yuridis normative 

maka pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang undangan.  

Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan Proses penyidikan terhadap 

pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP 

yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut adalah dengan 

membuat Laporan Informasi dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara, 

menerbitkan surat perintah penyidikan, pemeriksaan para saksi dan korban, 

pengembang informasi berdasarkan keterangan para saksi dan korban, 

pengembangan informasi berdasarkan keterangan saksi dengan penggunaan 

jaringan informasi, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang 

bukti. Yang berwenang menghentikan perkara pidana ketika pelakunya 

mengalami gangguan jiwa adalah lembaga yang terkait dimana dia mengalami 

ganguan jiwa akan tetapi kepolisian dan jaksa hanya dapat memberhentikan 

perkara pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dan 

menyerahkan ke rumah sakit jiwa untuk diobati sampai dia sembuh kembali untuk 

dimintai pertanggungjawaban pidananya, tetapi hanya hakimlah yang dapat 

memutuskan dia bersalah atau bebas dari tuntutan hukum. 

 

Kata kunci:SP3,gangguan jiwa,pasal 44 KUHP


